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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BEKASI 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI 

NOMOR : 05/KPTS-KPU/3216/2022 

TENTANG  

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI 

TAHUN 2022 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan 

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Keputusan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf A 

Dokumen SPIP-S.1 lampiran Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan 

unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam 

pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP, 

yaitu: Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Tim Kerja 

dan Sekretariat; 

 

c. sebagaimana. . . 
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  c. sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan 

huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bekasi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

 

8. Peraturan. . . 
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  8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan Nomor: Per-1326/K/LB/2009 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah; 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 

  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 

  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236); 

  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

    

 

 

MEMUTUSKAN… 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022. 

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU mempunyai tugas, yaitu menghimpun dan 

menerima laporan dari masing-masing subbagian, berupa 

laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, 

pengadaan barang dan jasa, persediaan asset Barang Milik 

Negara (BMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), perjalanan dinas dan kegiatan lain yang 

terkait dengan SPIP. 

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan 

ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   

 Ditetapkan di Bekasi 

 Pada tanggal 14 Maret 2022 

  

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

            KABUPATEN BEKASI, 

  

 ttd. 

  

                JAJANG WAHYUDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BEKASI 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

 

Ifaj Fajar Aiman 
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SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI  

TAHUN 2022 

 

 LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BEKASI  NOMOR : 05/KPTS-

KPU/3216/2022TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN 

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 

INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022. 

No Nama Jabatan Kedinasan 
Jabatan dalam 
Satuan Tugas 

1. Wahab Habieby Ketua Divisi Hukum dan 

Pengawasan 

Pengarah 
 

2. Jajang Wahyudin Ketua Divisi Keuangan, Umum, 

Logistik, dan Rumah Tangga 

Pengarah 
 

 

3. Abdul Harits Ketua Divisi Teknis dan 

Penyelenggaraan 

Pengarah 

 

4. Ahmad Fauzie 
Usman 

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan 

Informasi 

Pengarah 
 

5. Arief Noorman 
Nasir 

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, 

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan 

Partisipasi Masyarakat) 

Pengarah 
 

6. Wahid Rosidi Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi Penanggung 
jawab 

7. Ifaj Fajar Aiman Kepala Sub Bagian Hukum & 

Sumber Daya Manusia 
Ketua 

8. Fitri Utami 
Herdinasari 

Kepala Sub Bagian Keuangan, 

Umum, dan Logistik 
Anggota 

9. Nanang Sugianto Kepala Sub Bagian Perencanaan, 

Data, dan Informasi 
Anggota 

10. Amirul Hamzah Kepala Sub Bagian Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi 

dan Hubungan Masyarakat 

Anggota 

11. Dasawarsiah Fungsional Umum Sub Bagian 

Perencanaan, Data, dan Informasi 

Penyedia Data 

SAKIP 
 

Ditetapkan di Bekasi 

pada tanggal 14 Maret 2022 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BEKASI, 

              ttd. 

 

JAJANG WAHYUDIN 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BEKASI 

Kepala Sub Bagian Hukum, 

 

 

Ifaj Fajar Aiman 
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